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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Murabahah dan
Wakalah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah
(UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya”, penelitian ini digunakan untuk menjawab
pertanyaan : 1) Bagaimana Aplikasi Murabahah dan Wakalah Pada Koperasi serba usaha
(KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
dan 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Murabahah dan Wakalah Pada
Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan
Jambangan Surabaya?

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif analisis
yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian,
yaitu data tentang Aplikasi Murabahah dan Wakalah Pada Koperasi serba usaha “Al-
Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya.
Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menerangkan bahwa aplikasi murabahah disertai wakalah pada
Koperasi Serba Usaha “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan
Jambangan Surabaya dilakukan dengan cara memberikan akad Wakalah kepada nasabah
yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi yang dijadikan wakil dari koperasi dalam
pembelian dan penyerahan barang pada nasabah adalah pihak nasabah itu sendiri. Namun
dalam prakteknya aplikasi pembiayaan murabshah dengan akad Wakalah dana yang
diberikan kepada wakil adakalanya tidak digunakan sesuai perjanjian awal, hal tersebut
dilakukan sebagian nasabah karena minimnya pengawasan dari pihak Koperasi. Sehingga
dana tersebut digunakan nasabah selaku wakil untuk kebutuhan membayar hutang,
memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Adakalanya juga dana tersebut digunakan
oleh wakil sesuai dengan kesepakatan awal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi mwdbahah dengan
menggunakan akad Wakalah kepada nasabah sebagai wakil dari Koperasi Serba Usaha “Al-
Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya ini tidak
diperbolehkan, jika penggunaan dana yang telah diberikan pada wakil tidak digunakan
sesuai dengan ketika akad awal. Selaku wakil nasabah tidak menjalankan amanat pihak
Koperasi. Adakalanya juga nasabah yang menggunakan dana sesuai dengan akad awal maka
diperbolehkan.

Sejalan kesimpulan diatas, hendaknya ketika pembiayaan murabahah sudah
berjalan, pihak Koperasi melakukan kontrol dengan cara meminta kwitansi pembelian
barang kepada nasabah serta membawa barang yang telah dibeli karena dalam akad wakalah
disebutkan bahwa pihak yang diberi berkewajiban menyerahkan bukti pembelian dan barang
yang dibeli kepada pemberi wakalah untuk kemudian oleh yang diberi waka/ah diserahkan
barang yang diadakan/dibeli kepada yang diberi wakalah sebagai pelaksanaan akad pada
pembiayaan murabahah. Dan untuk pihak nasabah hendaknya menjalankan amanah dari
pihak Koperasi untuk menggunakan dana sesuai dengan akad awal.
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BAB1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah adalah kegiatan yang menyangkut antar manusia
yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Untuk kegiatan muamalah
yang menyangkut kegiatan ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup seperti jual beli, simpan pinjam, hutang
piutang, usaha bersama dan sebagainya.'

Agama Islam menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan merupakan
ukuran dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan hidup demi tercapainya kemaslahatan ummat.

Untuk melaksanakan kegiatan muamalah, manusia harus saling bekerja
sama dan memberikan bantuan kepada orang lain. Bermuamalah untuk
memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya,

sebagaimana pernyataan QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :*
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! Karnaen, Permata Atmadja dan Antonio Syafii, Apa dan Bagaimana Bank
Islam(Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf, 1992), hal 8
? Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal 156



Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan beztakwa]alz kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya’.

Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya
dalam masyarakat adalah jual beli. Bentuk kerja sama tersebut banyak
diwujudkan melalui lembaga keuangan dan salah satunya adalah Koperasi.

Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, Koperasi adalah salah satu
bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi.
Dalam Koperasi juga berlaku kaidah figh yang menyatakan bahwa ‘pada
asalnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil
vang mengharamkannya’. Jadi Koperasi boleh melakukan kegiatan apa saja di
bidang ekonomi sepanjang bukan kegiatan yang dilarang oleh syariah, seperti
memproduksi dan memperdagangkan barang-barang terlarang, transaksi-
transaksi yang bersifat ribawi, spekulatif (maysir), dan manipulatif (gharar),
atau memperoleh keuntungan secara tidak sah menurut syariah, seperti
perzinaan, penipuan, dan sebagainya.

Pada saat ini dalam bermuamalah tidak susah lagi karena telah
bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan ekonomi Islam
yang sangat menguntungkan bagi umat muslim dalam pengelolaan uang
mereka.

Dalam kelembagaan ekonomi Islam, kita sudah mengenal Perbankan

Syariah, Koperasi Syariah dan bahkan Reksadana Syariah. Sementara ada



orang yang mengatakan Koperasi adalah satu bentuk lembaga ekonomi yang
sesuai dengan syariah namun, ada pula yang menganggap karena dari bahasa
barat maka tanpa pandang bulu mengatakan Koperasi tentu tidak sesuai
dengan syariah Islam.

Dari pengertian Koperasi syariah diatas adalah usaha ekonomi yang
terorganisir secara mantap, demokratis otonom partisipatif dan berwatak sosial
yang oprasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral
dengan mempertahankan halal/haramnya sebuah wusaha yang akan
dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Islam.’

Konsep utama oprasional Koperasi syariah adalah menggunakan akad
syirkah yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang
atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama
besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-
masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban.
Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar
dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner
lainnya.

Asas usaha Koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan

tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal

* Nur S. Buchori, Koprasi Syariah, (Sidoarjo:Mashun, 2009), hal 12



keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara
sama dan proporsional.

Penulis mengambil lokasi penelitian pada Koperasi serba usaha (KSU)
“Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang terletak di jalan
Ketintang Baru Selatan V Blok A-15 Kecamatan Jambangan Surabaya.

Produk-produk pembiayaan dari Koperasi serba usaha (KSU) “Al-
Hambra” diantaranya yaitu murabahah, mudarabah, salam, qordul hasan. Dan
diantara produk-produk pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” yang
paling diminati nasabah adalah murabahah, karena dalam pengurusan
administrasinya dianggap paling mudah dibandingkan dengan produk-produk
yang lainnya. Dalam pembiayaan murabahah, akad yang dipakai dalam adalah
akad jual beli antara Koperasi selaku penyedia barang (penjual) dengan
nasabah yang memesan barang, sistem Koperasi ini mengambil keuntungan
dari jual beli itu sesuai dengan kesepakatan bersama selama akad belum
berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah.

Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya
untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa menyediakan uang tunai
sebab Koperasi telah memberikan pembiayaan untuk pengadaan barang.
Mekanisme pembiayaan murabahah diberikan dalam jumlah yang cukup bevsar
kepada nasabah untuk keperluan pengadaan barang dan jangka waktu yang

cukup lama.



Secara teoritis konsep murabahah memberikan keuntungan bagi kedua
pihak, bagi pihak Koperasi mereka akan mendapatkan keuntungan dari
kelebihan harga jual atas pembelian barang, sedangkan bagi nasabah mereka
memperoleh modal untuk membeli barang pada saat tidak memiliki dana.

Landasan hukum murabahah ini terdapat pada sabda Rasulullah SAW
dari Syuaibar-Rumi RA :

- o - s o 2o

dE 0E o W 500 S AT B 23 S OV T N i 6 S
i 03y 06+ 06 Gl b o i plle ok YD i (i £ ) L5
P T A AT A Y PP [ o R ROR TS A T T
o | R R LA
Artinya : “Telah menceritakan kepads kami Hasan bin Al-khalal telah
menceritakan kepada kami yasir bin tsabit al-basar, telah
menceritakan kepada kami Nasr bin Qasim dari Abdur Rahman bin
Daud dari Shalih bin Syvaib RA. Berkata bahwa Rasulullah
bersabda : Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, pertama
menjual dengan tempo pembayaran, kedua muqaradah dan ketiga
mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah

bukan untuk diperjualbelikan”*
Dalam hadist diatas diterangkan bahwa murabahah yakni kerja sama
antara dua pihak yang saling menguntungkan adalah jual beli yang

mengandung nilai keberkahan yang tinggi, hal ini disebabkan karena ada

keterikatan yang saling menguntungkan.

* Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta:UTI Press, 2005), hal 15
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Artinya : "Dan Demikianlah kami bangunkan mercka agar mereka saling
bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah scorang di
antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)"
mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari",
Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa
lamanya kamu berada (di sini). Maka surublah salah seorang di
antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu
ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik,
Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah
ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan
halmu kepada seorangpun””’

Akad ini diperbolehkan karena dalam sejarah kehidupan Rasulullah

SAW banyak ditemukan perbuatan-perbuatan beliau melakukan pemberian al

wakalah kepada para sahabat beliau untuk melaksanakan urusan yang

semestinya urusan pribadi Rasulullah sendiri (untuk dan atas nama Rasulullah)
antara lain :
1. Pemberian wakalah untuk mengawini
2. Pemberian wakalah untuk membayar hutang dan memelihara
Pada suatu waktu nabi Muhammad pernah memberikan wakalah untuk
melakukan pembayaran hutangnya, membagi kandang dan kulitnya, serta
banyak kisah lain tentang pemberian wakalah.
Besar sekali hikmah dari diperbolehkannya pemberian wakalah ini
terhadap kehidupan kaum musklimin, sebab membantu seseorang untuk

menyelenggarakan sesuatu urusan disebabkan karena dia tidak sempat

mengurus sendiri, atau mungkin saja orang yang mempunyai urusan tersebut

* Departemen Agama RI, A/-Qur’ap dan Terjemahnya, hal 445



kurang atau tidak menguasai sama sekali selu'k beluk urusannya. Hal ini
merupakan perbuatan tolong menolong untuk kemaslahatan, dan tolong
menolong dalam perbuatan baik sangat dianjurkan dalam agama Islam.®

Dalam akad pembiayaan murabahah pada Koperasi serba usaha (KSU)
“"Al-Hambra” ini disebutkan bahwa nasabah atas nama koprasi serba usaha
(KSU) "Al-Hambra” (pihak I) membeli barang dari supplier untuk kepentingan
nasabah dengan pembiayaan yang disediakan oleh pihak Koperasi (pihak ke II)
dan barang tersebut dibawa serta bukti pembelian barangnya kepada Koperasi
yang selanjutnya Koperasi menjual barang tersebut kepada nasabah dengan
harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati nasabah dan
Koperasi.

Dalam prakteknya, dana yang diberikan Koperasi kepada nasabah
kebanyakan tidak digunakan untuk membeli barang yang telah diperjanjikan
sebagaimana yang tertulis dalam akad pembiayaan murabahah, melainkan
untuk keperluan lainnya seperti membayar hutang, membayar biaya rumah
sakit, membayar biaya sckolah anak, membeli kebutuhan rumah tangga, dan
lain-lain. Hal tersebut dilakukan sebagian nasabah karena kurangnya
pemahaman nasabah tentang pembiayaan murabahah itu sendiri dan juga
karena kebutuhan yang amat mendesak serta lemahnya pengawasan dalam

pembiayaan murabahah tersebut oleh Koperasi, misalnya dalam penyerahan

¢ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:Sinar Grafika), hal 20



barang atau penyerahan bukti pembelian barang (kwitansi), ternyata pihak
Koperasi tidak pernah memintanya kepada nasabah meskipun dalam akad
kuasa diwajibkan untuk membawa dan menyerahkannya, sehingga hal tersebut
dimanfaatkan oleh nasabah untuk memanfaatkan uang tersebut untuk
kebutuhan lain. Padahal Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat
jujur dan melaksanakan amanah, sebagaimana dalam firman Allah suat Azn-

Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:

. 227 £ PP 22 . . .. £ _~ LEM . § E 2,43 g

19aKE ol Wl G W25 15y Lelal ) athNT 10355 o APy
z . PR '!_ 2 . Pt 13 5 7
L Lo D8 T 0 2oy Kl G AT YL

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanys, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allalh adalah Maha mendengar
lagi Maha Melihat”’

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa murabahah ini,
pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad kuasa pada nasabah untuk
pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh
nasabah sebesar harga jual Koperasi (harga beli Koperasi + margin
keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Namun karena lemahnya
pengawasan dalam pembiayaan murabalah tersebut oleh Koperasi misalnya

dalam penyerahan barang atau penyerahan bukti pembelian barang (kwitansi),

ternyata pihak Koperasi tidak pernah memintanya kepada nasabah meskipun

” Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan T erjemahnya, hal 128
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dalam akad kuasa diwajibkan untuk membawa dan menyerahkannya, sehingga
hal tersebut dimanfaatkan oleh nasabah untuk memanfaatkan uang tersebut
untuk kebutuhan lain.

Berdasarkann uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba
menganalisis dan mengkaji tentang permasalahan diatas dalam bentuk
permasalahan diatas dalam tulisannya penulis dengan judul ” Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Aplikasi Murabahah dan wakalah Pada Koperasi Serba Usaha
(KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan

Jambangan Surabaya”

Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa masalah
yang dikemukakan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :
1. Macam-macam produk pembiayaan
2. Aplikasi murabahah dan wakalah pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
3. Mekanisme pembiayaan murabahah dan wakalah pada KSU “Al-Hambra”
Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
4. Pemberian kuasa dalam murabahah pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa

Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
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Batasan Masalah
Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka
diperlukan adanya pembatasan masalah, masalah ini dibatasi pada :
1. Aplikasi murabahah dan wakalah pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
2. Pemberian kuas; dalam murabahah pada KSU “Al-Hambra” Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya

3. Pemberian kuasa menurut perspektif hukum Islam

Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan-
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Aplikasi murabahalh dan wakalah pada Koperasi serba usaha
(KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan
Jambangan Surabaya?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Murabahah dan
wakalah Pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa

Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya?
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.®

Adapun skripsi yang telah membahas tentang murabahah adalah skripsi
yang ditulis oleh Siti Sofiyah pada tahun 2002, Jurusan Muamalah Fakultas
Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Penerapan Pembiayaan
murabahah Dengan Akad Kuasa (Studi Analisis PT. BPRS Syariah Amanah
Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). Skripsi ini lebih menekankan
pada bagaimana hukum Islam mengenai penerapan muribahah dengan akad
wakalah dan bolehkah perjanjian akad wakalah dan murabahah dijadikar satu..

Skripsi lain yang ditulis oleh Siti Subackah pada tahun 2007, Jurusan
Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembiayaan Mudharabah dan
murabahah di Bank Bukopin Syariah Surabaya”. Skripsi ini lebih menekankan
pada penyelesaian atas terjadinya perbedaan efektifitas pembiayaan
mudharabah dan murabahah di Bank Bukopin Syariah Surabaya.

Skripsi yang ditulis oleh Zunnatur Rahmanah pada tahun 2010, Jurusan

Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul

® Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, Perunjuk teknis Penulisan
Skripsi, hal 9
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"Penerapan Akad Wakalah pada Produk Murabahah di Koperasi Simpan
Pinjam Syariah "Ben Tawakkal” Kecamatan Mantup Kab. Lamongan Studi
Analisis Hukum Islam”. Skripsi ini lebih menckankan pada penyimpangan
yang dilakukan nasabah selaku wakil dengan membelanjakan sebagian uang
atau uang kembalian dari transaksi murabahah untuk kebutuhan lain dan
nasabah tidak kooperatif ketika pihak koperasi maminta kwitansi pembayaran
dengan berbagai macam alasan.

Bolehkah mewakilkan tanpa wakalah.” Merupakan sebuah artikel, yang
inti dari pembahasannya yaitu sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No.
04/DSN-MUL/IV/2000 tentang wakalah ketetapan pertama, kedua dan ketiga,
pada pembayaran bank kepada pemasok yang diwakalahkan kepada nasabah
hukumnya boleh, namun demikian harus ada pernyataan ijab qobul antara bank
dan nasabah yang menunjukkan kehendak mereka.

Akad wakalah merupakan akad yang terpisah dari akad murabahah. Dan
dilakukan setelah bank sepakat atas harga barang yang ditawarkan
pemasok/dealer/sole agent dan janji (waad) bank untuk membeli barang yang
dimaksud sehingga secara prinsip barang tersebut sudah menjadi milik bank
(ketetapan pertama butir 9, fatwa dewan syariah nasional No. 04/DSN-

MUL/IV/2000 tentang murabahah.

® www.badilag.net/data/artikel pak jaih.pdf, sabtu 20 maret 2010
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Bambang sugeng dalam tesisnya yang berjudul "analisis terhadap akad
di BMT safina Kiaten (perspektif hukum kontrak dan figh)."” Yang inti
pembahasannya mengenai akad murabahah dan akad ijarah. Akad murabahah
yang dijelaskan dalam tesis ini yaitu diawali dengan tahap pembuatan akad
pemesanan barang, pembuatan akad wakalah, dan barulah dibuat akad
murabahah.

Ketiga skripsi diatas yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya
berbeda dengan pembahasannya yang diteliti dalam skripsi ini yaitu dalam
akad pembiayaan murabahah yang menggunakan akad wakalah, nasabah
sebagai wakil dari Koperasi mengingkari janji kesepakatan dengan pihak
Koperasi, yaitu nasabah tidak membelanjakan uang yang diberikan oleh
Koperasi sebagaiména yang tertulis dalam akad pembiayaan murabahah namun
digunakan untuk keperluan laihnya, begitu juga dengan artikel tesis yang telah
dijelaskan diatas. Inti pembahasannya juga berbeda dengan yang saat ini telah

diteliti oleh peneliti.

F.  Tujuan Penelitan
1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi dan Aplikasi murabahah dan
wakalah pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa

Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan J ambangan Surabaya.

10 Bambang Sugeng, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi hokum bisnis Islam, tahun
2007, dengan judul tesis "Analisis terhadap akad di BMT Safina Klaten. "
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2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Aplikasi

murabahah dan wakalah tersebut.

Kegunaan Hasil Penelitian

L.

Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya yang berkaitan dengan Aplikasi murabahah dan wakalah pada
Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah
(UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya sckaligus untuk mengetahui
Hukum Islamnya.

Aspek praktis, untuk mengetahui bagaimana Aplikasi murabahah dan
wakalah pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya.

Jadi maksud penelitian ini adalah meneliti tentang Aplikasi murabahah dan
wakalah pada Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya, kemudian
dilanjutkan untuk menganalisis aplikasi tersebut untuk diketahui hukum

Islamnya.



Defenisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam

2. Aplikasi Murabahah

3. Koperasi serba usaha

(KSU) “Al-Hambra”

16

: Memandang sesuatu permasalahan yang terjadi

dalam  sudut pandang hukum Islam yang
berdasarkan pada al-Qur’an, al-Hadits, dan

pendapat para fuqaha madzhab.

: Penerapan atau pemakaian dari suatu teori pada

praktek yang nyata. Jadi yang dimaksud
aplikasi murabahah dan wakalah di sini adalah
KSU “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah
(UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya
melakukan pembiayaan murabahah berupa
pemberian uang kepada nasabah sebagai wakil
untuk melakukan pembellian namun nasabah
tidak menggunakan uang tersebut sesuai

dengan perjanjian.

:Merupakan lembaga usaha untuk
memberdayakan rakyat kecil yang mempunyai
nilai keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan

kesejahteraan bersama milik KSU “Al-Hambra”
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Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang berada

diwilayah Kecamatan Jambangan Surabaya

Metode Penelitian

I.

Data yang dikumpulkan
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari Koperasi serba
usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
Kecamatan Jambangan Surabaya yaitu dokumen, wawancara pimpinan,
karyawan, nasabah Al-Hambra dan berbagai Sumber data lainnya baik dari
internet serta kepustakaan yang menunjang untuk memperkuat pembahasan
penelitian.
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:
a) Sumber Primer
Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan,
karyawan dan nasabah di Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra”
Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan Surabaya.
b) Sumber Sekunder
Surﬁber sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang
bersifat tidak langsung, diantaranya arsip dan dokumen yang berkaitan

tentang Aplikasi Murabahah pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
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Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan

Surabaya Surabaya. Selain itu dari internet, dan literatur yang diambil

dari kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

murabahah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.

2. Rachmad Syafi’l, Figih Muamalah.

3. Depag Rl, Al-Qur’an dan Terjemahnyanya.

4. Hendi Suhendi, Figh Muamalah

5. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12

6. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13

7. Wiroso, Jual Beli Murabahah

3. Tehnik pengumpulan data
Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun tehnik yang
digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan menggunakan 3
tehnik, yaitu:
a) Observasi

Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di Koperasi serba

usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
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Kecamatan Jambangan Surabaya. Agar diperoleh data yang akurat dan
valid untuk penyusunan penelitian.'’

b) Wawancara
Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan
informan untuk memperoleh informasi tentang data yang dperoleh
dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian,
khususnya pimpinan, karyawan dan nasabah di Koperasi serba usaha
(KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan
Jambangan Surabaya sebagai pelengkap observasi.'?

¢) Studi Dokumen
Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dari arsip, dokumen,
internet, media massa, dan bahan-bahan pustaka yang dijadikan
panduan operasional akad murabahah yang ada di Koperasi serba usaha
(KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan
Jambangan Surabaya.

4. Tehnik Analisis Data
Data-data yang diperoleh direncanakan akan dianalisa secara
kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data

deskriptif dari observasi, wawancara dan dokumen atau sumber-sumber

"' Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta:Rineka Cipta,
2006), hal 156
'? Sudarwan Danim, Mesjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung:Pustaka Setia), hal 130
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tertulis. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas
dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber
atau literatur yang diperoleh sebelumnya,’

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola
pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta-fakta yang
khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau
peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang

mempunyai sifat yang umum."

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan
dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka
pembahasannya di bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub
bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya
sistematik pembahasan yang disusun sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran yang memuat pola dasar penulisan
skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

13 Pius A Partanto, Kamus llmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 2004) hal 108
" Sutrisno Hadi, Metodologi Research 4, (Yogyakarta:Andi Offset), hal 40
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penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yaitu kerangka konsepsional
yang memuat deskripsi tentang masalah murabahah berdasarkan pada sumber-
sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian murabahah, dasar hukum
murabahah, rukun dan syarat murabahah, manfaat murabahah, pengertian al-
wakalah, rukun dan syarat wakalah, jenis-jenis wakalah, berakhirnya akad
wakalah.

Bab ketiga menjelaskan tentang penyajian data-data empiris yang
berhasil dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang
terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, diantaranya: Sejarah berdirinya
Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
Kecamatan Jambangan Surabaya, Letak Geografis, struktur kepengurusan,
prinsip oprasional dan produk-produknya, bentuk perjanjian murabahah,
prosedur pembiayaan murabahah, jaminan dalam murabahah, penyelesaian
pembiayaan macet.

Bab keempat merupakan analisis terhadap Aplikasi murabahah pada
Koperasi serba usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
Kecamatan Jambangan Surabaya. |

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI MURABAHAHDAN WAKALAHMENURUT ISLAM

A. Jual Beli Murabahah
1. Pengertian

Secara bahasa murabahah terambil dari masdar kata “ar-ribhu”

(é?’)f) yang mempunyai arti kelebihan atau keuntungan.' Sedangkan

secara terminology pengertian murabahah scbagaimana pendapat-
pendapat ulama figh adalah :

Menurut Imam As-Syarqawi dalam kitabnya Hasyiyah Al-
Syarqawi mendefinisikan :

° Pl

o J)\“ u*J‘ J‘“ &

“Jual beli dengan harga pokok beserta adanya tambahan keuntungan”?
Definisi lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam

kitabnya Bidayatul Mujtahid adalah :

° @ -

p° S o -,
.CL’;J, ,41.....1;4,‘_; ld,uluAJid,:.:aJs W v T ”s;ile

b

-

! Al -Anshary Abi Yahya Zakaria, Hasyiyah al-Syarqgawi II, hal 38
? Ibid

22
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“Sesungguhnya murabahah adalah apabila penjual menyebutkan harga

barang kepada pembelian disertai dengan adanya keuntungan’’’

Imam Ibnu Hamam dalam kitabnya Syarah fathul Qadir

mendefinisikan :

o 34 22 50 oy o5 i, K g
“Memindahkan barang miliknya (mepjual dengan akad) sebagaimana
harga pertama beserta keuntungan”’*

Sementara itu, murabahah menurut undang-undang perkoperasian
no. 10 tahun 1998 bahwa murabahah adalah pembiayaan atau penyediaan
uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
atau Kescpakatan ‘dengan’ pihak’ lain yang mewajibkan pihak yang 'di
biayai untuk mengembalikan uang tersebut, setelah jangka tertentu atau
bagi hasil.’

Dari beberapa definisi diatas penulis berpendapat, karena disebut
adanya “keuntungan yang disepakati” merupakan karakteristik
murabahah, maka si penjual harus memberitahu si pembeli tentang harga
pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan
dalam biaya tersebut. Misalnya fulan membeli televisi 1.000.000, biaya

yang dikeluarkan 150.000, maka ketika menawarkan televisi tersebut

* Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid IV (Terjemahaya), hal 199
* Ibnu Hamam, Syarah Fathul Qadir II, hal 456
5 Undang-undang Perbankan, hal 10
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kepada seseorang dia mengatakan “saya jual televisi ini dengan harga

1.150.000, saya mengambil keuntungan 150.000”.

2. Dasar Hukum Murabahah
Jual beli murabahah sebagai sarana tolong-menolong dan
kerjasama antara sesama umat manusia mempuyai landasan dalam Al-
Qur’an yang menjadi dasar hukum jual beli murabahah. Misalnya dalam
surat An-Nisa’ ayat 29 Allah berfirman :

< 42 - - A- — .“‘ - -
%5 of ) gl oy Sl el ¥ it il e

2

S e ol 5 e 85

Artinya : “Wabhai orang-orang yang beriman, janganlah kallau memakan
(mengambil) harta orang lain secara bathil, kecuali dengan
perdagangan yang dilandasi sukarela”’®

Dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfiman :
."""”/,”‘,‘J""‘.',“,z 27 .22 ,/f

Artinya : ‘Sesungguhnya _/ual beli serupa dengan nba, tetapi Allah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”’

S Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, hal 159
? Ibid, hal 471
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Adapun dasar hukum murabahah yang bersumber dari hadits Nabi
SAW adalah :

o &Ny WLy e B o B i) J6 ;U6 S np e B
Yt et A b Sy <y i < G ) i
Artinya : “Dari Shuhaib dari bapaknya dia berkata Rasulullah SAW
berkata tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan yaitu (1)
meunjual dengan pembayaran kredit, (2) muqaradah (mudarabah),
(3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan

rumah tangga bukan untuk dijual”?

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW para
ulama sepakat babhwa murabahah hukumnya boleh atau mubah. Mereka
hanya berselisih “secara garis besar” dalam dua hal. Pertama, tentang apa
yang bisa dianggap oleh penjual sebagai modal barang dari apa yang
dibelanjakan untuk barang sesudah pembelian dan apa yang tidak bisa

dianggap sebagai modal. Kedua, tentang apabila penjual berdusta kepada

pembeli.’

. Rukun Jual beli Murabahah
Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli memiliki rukun
yang harus dipenuhi, sehingga murabahah dapat dikatakan sah menurut
syara’. Pada dasarnya, apa yang menjadi rukun murabahah adalah sama

dengan rukun jual beli pada umumnya. Terdapat perbedaan pendapat

7 Ibid, hal 471
® Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majjah Juz II, hal 768
® Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid IV (Terjenahnya), hal 199
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tethadap para fuqaha tentang rukun jual beli, tetapi jumhur ulama
mengatakan bahwa rukun itu adalah sebagai berikut:

. Ada orang yang berakad atau a/-muta aqgidain (penjual-pembeli)

Akid atau orang yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli,
termasuk rukun jual beli. Maksudnya transaksi jual beli tidak mungkin
terlaksana tanpa adanya dua pihak akid tersebut.

. Ada barang yang dibeli (dipesan)

. Harga barang

. Ada sighat (transaksi/ijab gabul)

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli
(dipesan), dan nilai tukar (alat pembayaran) termasuk dalam syarat-syarat
jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat yang berlaku pada rukun tersebut menurut
para fuqaha adalah :

. Pihak yang berakad

a. Agqgil(berakal)

b. Mumayyiz (dapat membedakan mana yang baik dan buruk)
c. Ridha/kerelaan (dua) belah pihak

d. Mukhtar (memiliki kebebasan untuk melakukan jual beli)
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2. Barang atau objek'®
a. Barang tersebut ada meskipun tidak berada ditempat, namun ada
kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut
b. Barang tersebut milik sah'si penjual/seseorang
c. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
d. Tidak tel;masuk dalam kategori yang diharamkan
e. Barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan sipenjual
f. Apabila barang itu bergerak, maka barang itu langsung bisa dikuasai
pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Barang tidak bergerak
bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian
akadnya.
3. Harga barang
a. Harga jual koperasi (harga beli ditambah keuntungan)
b. Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian
c. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.
4. Syarat jjab qabul
a. Orang yang mengucapkannya baligh dan berakal
b. Qabul sesuai dengan 7jab. Misalnya, pembeli mengatakan “saya jual
buku ini seharga Rp. 15.000,- lalu pembeli mengatakan saya beli

dengan harga Rp. 15.000,-"!

" Sayyid Sabiq, Fikik Sunnah 12, hal 49
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4. Syarat-syarat Murabahah

Yang dimaksud syarat dalam jual beli murabahah ialah sesuatu

yang menjadi sebab terealisasinya transaksi murabahah, adapun syarat-

syarat murabahah adalah :

1.

2.

Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah

Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
Kontrak harus bebas dengan riba

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d) atau (e) tidak dipenubhi,

pembeli memilik pilihan :

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya

b. Kembali ke penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang
yang dijual

c. Membatalkan kontrak'2

Pada dasamya, semua rukun dan syarat jual beli diatas, dapat

terealisasi jika barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh

penjual pada waktu bernegoisasi dan berkontrak. Bila produk tidak

! Nasroen Harun, Figh Muamalah, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hal 116
2 Syafi'l Antonio, Bank Syari'ah dari teori ke praktek, hal 102
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dimiliki oleh penjual pada saat itu, sistem yang digunakan adalah
murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP). Dinamakan
demikian karena sipenjual semata-mata mengadakan barang untuk

memenuhi kebutuhan barang yang memesannya."?

5. Manfaat Murabahah
a. Bagi nasabah
- Memperoleh modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha
produktifnya, yaitu memperkuat usaha yang ada atau membentuk
usaha baru.
- Memperoleh sarana produksi secara terus menerus (continue)
- Meningkatkan pendapatan yang diperoleh akibat tambahan modal
dalam usaha produktifnya.
b. Bagi Koperasi
- Merupakan sumber pembentukan kekayaan pendapatan yang
dapat menjamin kelangsungankegiatan Koperasi syariah
- Memungkinkan Koperasi syariah untuk mimiliki usaha produktif

sesuai kebutuhan nasabah.

B Ibid, hal 103
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6. Fatwa MUI Tentang Aplikasi Muribahah Pada Bank Syariah'*

a. Ketentuan umum murabahah pada Bank syariah

1.

2.

Bank harus mengadakan akad murabahah yang bebas riba

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
Bank harus membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual plus harga beli plus keuntungannya.
Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga
pokok kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut pihak Bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan

nasabah.

' Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Mursabshah, No.
04/DSN-MUI/TV/2000, hal |
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9. Jika Bank hendak mewakilkan kepada pihak nasabah untuk

membeli dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus

dilakukan secara prinsip menjadi milik Bank.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah'®

1.

Jika Bank menerima permintaan nasabah akan suatu barang atau
aset, ia harus membeli terdahulu aset yang dipesan tersebut dan
Bank harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan pedagang
tersebut.

Bank menawarkan aset itu kepaada nasabah yang harus
menerimanya karena janji yang mengikat secara hukum. Kedua
belah pihak tersebut harus membuat kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

Jika nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, biaya rii/
Bank harus dibayar dengan uang muka tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang di tanggung oleh
Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada

nasabah.

'’ Ibid, hal 2
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6. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang
muka, maka :

a) Bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli, maka uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung Bank akibat dari
pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak dapat mencukupi
kerugian Bank, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

¢. Jaminan dalam murabahah
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dalam
pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat
dipegang.
d. Hutang dalam murabahah’®
1. Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam jaminan murabahah tidak
ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan
pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual barang
tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban

menyelesaikan hutangnya kepada Bank.

% Ibid, hal 4
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2. Jika nasabah tersebut menjual barangnya sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak harus segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap
harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak
boleh memperlambat pembayaran angsuran dan meminta kerugian itu
diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Seorang nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menunda penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam pembiayaan murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan
hutangnya, Bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi

sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

B. Al-Wakalah
Al-Wakalah menurut bahasa artinya adalah al-Hifdz, al-Kifayabh,

ad-Dhaman dan ar-Tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian
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mandat). A/-Wakalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain
sebagai berikut!” :

Malikiyyah berpendapat bahwa a/-wakalah ialah :

“Seseorang menggantikan tempat yang lain dalam hak (kewajiban),
dia yang mengelola dalam posisi itu’.
Hanafjyah berpendapat bahwa a/-wakalah ialah :

Pl z . ..{/ :; c’, - o'f‘ zo,)o.
Il 4 P ¢ 2 e (2 Of
“Seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan)’

Ulama Syafi’jyyah berpendapat bahwa a/-wakalah ialah :

S 06 W 2 iU e R W e e
“Svatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk
dikerjakan ketika hidupnya’.

1. Dasar Hukum A/-Wakalah
Adapun yang dijadikan dasar hukum a/-wakalah adalah firman

Allah SWT dalam surat a/-Kahfi ayat 19 yang berbunyi :

. P 2 }‘, s ,,(.},’4:
Byl ) Colen 555 )5 asm | 132000

Artinya : ‘“Maka surublah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke

kota dengan membawa uvang perakmu ini”’*®

Surat an-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi :

£ 5.

- - . ,(,_ 2. e 2
Ll J3 L&) el Jp LS 1,250

'7 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal 231
18 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, hal 445
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Artinya : “Maka kirimlah seorang hakam(293] dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan’ "’

Bahwasanya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan

seorang Anshar untuk mengawini Maimunah R.A. :%

G i () 0 et 1 sy iy 5 ¢ o 00 30
Artinya : “Sesungguhnya Nabi SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan
seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu
menikahkan Nabi dengan Maimunah RA.

Dan terbuti pula bahwa Rasulullah mewakilkan dalam membayar
hutang, mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam
menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan didalam mengurus
untanya, membagi kandang dan kulitnya dan lain-lain.

Dan kaum muslimin berijma’ atas membolehkannya, bahkan
mensunnahkannya. Karena jenis ta’awun (tolong menolong) atas dasaf
kebaikan dan takwa, yang oleh Al-Qur'an diserukan dan disunnahkan
oleh Rasulullah.”' Hal tersebut tercantum dalam surat a/-Maidah ayat 2,
yang berbunyi :

2% * v - . g ’,b" s, . g e

OXEEIED [ CA P PSRN RV H A TR P T
Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam

(mengerjakan) dosa dan permusuban.?

Dan sabda Rasulullah :

” Ibid, hal 123

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung:PT. Alma’arif), hal 56
2! Ibid, hal 57

2 Departemen Agama Rl, A/-Qur'an dan Terjemahnya, hal
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<l 53 1 400 060 o 'l
“Dan Allsh menolong hamba selama hamba menolong
saudaranya.”

2. Rukun dan Syarat Wakalal
Rukun a/-Wakalah adalah sebagai berikut :
1. Yang mewakilkan
Syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewakilkan adalah
pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada
harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu,
maka a/-Wakalah tersebut batal.
2. Wakil
Syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah
orang yang berakal, jika seorang wakil itu idiot, gila atau belum
dewasa, maka perwakilan batal.
3. Muwakkil Fiih
a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang
lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk
mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Al-Qur’an, karena
hal ini tidak bisa diwakilkan.

b. Dimiliki oleh orang yang berwakil

2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal 234
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¢. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang
masih samar, seperti orang berkata : “Aku jadikan engkau sebagai
wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.

4. Shighat
Yaitu lafazh mewakilkan, shighat diucapkan dari yang berwakil
sebagai simbol keridloannya untuk mewakilkan, dan wakil
menerimanya.

3. Jenis-jenis al-Wakalah

I. Wakalah al-mutlagah, ialah mewakilkan secara mutlak tanpa ada
batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

2. Wakalah al-muqayyadah, yaitu pihak pertama menunjuk pihak kedua
untuk bertindak atas namanya dalam urusan dan batasan-batasan
tertentu.

3. Wakalah al-ammah, adalah bentuk wakalah yang lebih luas dari a/-
muqayyadah dan lebih sederhana dari a/-mut/aqah.

4. Berakhirnya akad a/- Wakalat’*

1. Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil.

2. Muwakkil dan wakil kehilangan ahliyyah (meninggal, gila permanen).

3. Wakil menarik diri untuk mundur dari pekerjaan yang telah

dimandatkan kepadanya, karena akad wakalah bersifat ghair lazim

* Dimyauddin Djuwaini, pengantar Figh Muamalah, (Y ogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),
hal 246
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tanpa adanya kompensasi yang mengikat. Hanafiyyah mensyaratkan,
pengunduran diri pihak wakil, harus diketahui oleh pihak muwakkil.
Menurut Syafi’iyyah tidak perlu dikomunikasikan oleh pihak
muwakkil.

4. Rusaknya objek yang diwakilkan untuk ditransaksikan, misalnya
dalam akad jual beli atau jjarah (sewa).

5. Pihak muwakkil menarik mandat peMaMlamya yang telah diberikan
oleh pihak wakil, karena akad bersifat ghair lazim. Hanafiyyah
mensyaratkan agar hal tersebut dikomunikasikan dengan diri wakil.

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukanlah berarti seorang
wakil dapat bertindak semena-mena, tetapi maknanya ialah ia berbuat untuk
melakukan jual beli yang dikenal oleh para pedagang dan untuk hal yang
lebih berguna bagi yang mewakilkan.

Jika perwakilan bersifat mengikat, maka wakil berkewajiban
mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, ia
tidak boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang
mewakilkan, bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual
dengan harga Rp. 10.000,- kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi,
misalﬁya Rp. 12.000,- atau dalam akad ditentukan bahwa barang tersebut
dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka

penjualan ini sah menurut Abu Hanifah.
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Jika yang mewakili menyalahi aturan-yang telah disepakati ketika
akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka
tindakan tersebut adalah bathil menurut pandangan madzhab Syafi’i,
sedangkan menurut Hanafi tindakan itu tergantung kepada kerelaan orang
yang mewakilkan, jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi

sah dan bila tidak meridoinya maka menjadi batal.?’

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, hal 236



BAB III

APLIKASI MURABAHAHDAN WAKALAHPADA KOPERASI
SERBA USAHA (KSU) “AL-HAMBRA” UNIT JASA KEUANGAN
SYARIAH (UJKS) KECAMATAN JAMBANGAN SURABAYA

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

1.

Sejarah Berdirinya Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa
Keuangan Syariah (UJKS)

Mengingat era globalisasi ekonomi yang berkiblat kepada sistem
perckonomian kapitalis liberal dengan dukungan Negara-negara industri
maju, selain sistem ini menampakkan wajah penjajahan bentuk baru
seebagai sang penghisap yang kejam tanpa perasaan terhadap masyarakat
miskin yang lemah dinegara-negara yvang sedang berkembang, juga sangat
sekuler tanpa memprrtimbangkan haram-halal dalam praktek bisnis.
Sistim ini sudah sejak lama sangat efektif dalam memperlebar ruang
kesenjangan antar orang kaya dan orang miskin yang mencapai ujungnya
pada krisis ekonomi/moneter sejak th. 1997. krisis ini telah merusak
sendi-sendi perekonomian Negara dan bangsa Indonesia yang sampai saat
ini masih dirasakan sakitnya. Dibalik krisis tersebut, kita disandarkan
bahwa sistem perckonomian kapitalis yang kita praktekkan secara sadar
maupun tidak sadar selama ini, telah gagal mensejahterakan bangsa, dan
mAllahan perckonomim bangsa terpuruk sedemikian rupa yang sangat
sulit untuk bangkit kembali.

Akhimya kita kembali menoleh kepada sistem perekonomian lain

yang sudah diterapkan nenek moyang kita wilayah pedesaan sejak waktu

40
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yang lama dan telah banyak kita tinggalkan juga dalam waktu yang lama
yaitu sistem perekonomian dengan transaksi jual beli dan bagi hasil
berdasarkan syariah Islam yang diterapkan secara kekeluargaan dan
kebersamaan. Mata kita juga dibukakan untuk melihat babwa, dari
beberapa gelintir lembaga keuangan yang tetap berdiri kokoh disaat
terjadi badai krisis moneter, adalah lembaga keuangan yang beroperasi
berlandasan .syariah Islam. Ini menunjukkan pula, bahawa istem
perekonomian/keuangan yang berlandaskan syariah Islam merupakan
alternative yang menjanjikan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi
bangsa. Berijtihad di bidang ekonomi muamalah guna mengangkat harkat
martabat bangsa, terutama ekonomi rakyat kecil dan lemah adalah sesuai
denngan tuntunan Allah dan rosulnya dan ini juga salah satu cara
mengimplementasikan IMTAQ kita dalam hidup bermasyarakat dan
berbangsa.

Untuk itulah maka KSU Al-Hambra salah satu umit usahanya
yaitu: “ Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) KSU Al-Hambra” yang
dikelola secara professional oleh tenaga yang berpengalaman di bidang
keuangan guna memperkokoh diri sebagai lembaga keuangan Syariah
terkemuka dengan basis perekonomian mikro di wilayah Surabaya dan
sekitarnya.

UJKS-KSU Al-Hambra yang berdomisili di Surabaya, menangkap
adanya peluang pasar yang cukup besar yang belum tergarap dengan baik

oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, baik karena alasan-alasan teknis
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kelefnbagaan, maupun karena alasan-alasan yuridis formal, dan praduga
high risk yang berlebihan. Mereka yang mengharapkan uluran tangan ini,
adalah para pelaku ekonomi non formal yang potensial, para pegawai
kecil perusahaan dan masyrakat lainnya yang sangat membutuhkan
pembiayaan untuk mningkatkan kemampuan dan kesejahteraan hidupnya.
Ini semua apabila ditangani secara professional berlandaskan syariah,
akan sangat membantu bagi perkembangan ekonomi kota Surabaya dan
sekitarnya.

Pendirian UJKS-KSU Al-Hambra ini tidak terlepas dari
didirikannya Koperasi Serba Usaha Al-Hambra, yang berdasarkan akta
pendiriannya salah satu usaha yang akan dijalankan adalah Unit Jasa
Keuangan Syariah. Oleh karena itu guna menindaklanjuti isi akta
pendirian yang juga merupakan anggaran dasar KSU Al-Hambra
tersebut. Prioritas pertama jenis usaha yang akan dihidupkan adalah
UJKS-KSU AL-HAMBRA. Unit Usaha ini diharapkan dapat
mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi
dan keuangan yang ada sesuai dengan prinsip ekonomi berlandaskan
syariah Islam demi peningkatan taraf hidup anggota dan calon anggota
Koperasi pada khususnya dan masyrakat luas pada umumnya.

UJKS-KSU Al-Hambra baru mulai dioperasikan sebanyak dua
unit kerja berdiri sendiri-sendiri secara sekaligus pada tanggal 1 juni
2006, atau 20 hari setelah akta pendirian KSU Al-Hambra di sahkan oleh

pihak yang berwenang. Kantor unit kerja yang satu bertempat dan
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bergabung dengan kantor KSU Al-Hambra Surabaya dijalan ketintang
baru selatan V Blok A no. 15 surabaya dan yang satunya lagi dijalan
kedung baruk no. 141 surabaya yang keduanya lansung dibawah kendali
dan pembinaan satu orang Direktur yang dibantu satu orang Direktur
Muda.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Hambra dengan Unit Jasa
Keuangan Syariahnya didirikan berdasarkan akta notaris Nur Afil, SH No
5 Tanggal 26 April 2006, dan telah disahkan Menteri Negara Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia oleh
Walikota Surabaya Ub. Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota
Surabaya, dengan Surat Keputusan No. 24/BH/436.4.13/2006 Tanggal 11
Mei 2006, serta sekaligus dikokohkan sebagai Badan Hukum dengan
Nomor yang sama yaitu No. 46/BH/436.4.13/2006 Tanggal 11 Mei
2006.”

Adapun tujuan pendirian UJKS ini adalah :
~ Jibad Fii Sabilillah dibidang ekonomi, Implementasi IMTAQ dalam

bentuk amal ibadah kepada Allah SWT, untuk membebaskan anggota
dan calon anggota Koperasi dan masyarakat dari cengkraman sistem
ekonomi ribawi produk kapitalis barat yang selama ini telah
menyebabkan ketergantungan yang dalam bangsa Indonesia kepada

bangsa lain.

¥Dokumen Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”
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— Sebagai salah satu unit usaha dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan calon anggota Koperasi
khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

— Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional yang mandiri.

Keadaan Geografis
Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan
Syariah (UJKS) berada di JI. Ketintang Baru Selatan V Blok A-15

Surabaya.

Visi dan Misi**
- Visi

Menjadi Unit Jasa Keuangan Syariah Islam-Koperasi terkemuka
yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan
anggota Koperasi, badan hukum Koperasi dan anggotanya serta
masyarakat pada umumnya.
— Misi

Melaksanakan pelayanan terbaik dibidang Jasa Keuangan Syariah
Islam, berlandaskan Imtaq dan ibadah terutama untuk mengembangkan
usaha mikro, kecil dan menengah milik anggotanya, serta masyarakat

pada umumnya sebagai penunjang pengembangan ekonomi bangsa.

3 1bid
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4. Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) “AL-HAMBRA” Unit

Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
Pengawas Koperasi Pengurus Koperasi
1. Sutrisno < 1. Sri Hartatik (Ketua)
2. Sri Supartini 2. Khoirun Nisa’ (Skretaris)
3. Hj. Kartini

3. Djarwati Widyastuti (Bendahara)

|

DIREKSI

1. Drs. Sarpandi R. Hami (Direktur Utama)
2. Moch. Yusuf (Deputy/Direktur Muda)

H

{

Manager Pemasaran Manager Operasional
Tejayanti Widimurti Tri Winarni
L Kasie OFU
AQ > Suciati
M. Ali Fikri
Teller
: > Hj. Hufiati
AO
A. Muzakki
z Kasie OPU
> Suciati
AO ,
Agus Mustofa CS
Fenny Kresna Y
ADMINVER
o Chairun Nisa
Bagian Umum/Kurir
> A. Fanani
Security
> Rinto Mulyono
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5. Prinsip Operasional
Dalam prinsip operasionalnya, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
Hambra” memiliki beberapa prinsip, yaitu® :
a. Prinsip bagi hasil (Profit Sharing)
Prinsip bagi hasil pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
Hambra” diterapkan kepada setiap pemilik dana akan mendapatkan
imbalan berupa bagi hasil keuntungan dengan nasabah yang telah
disepakati bersama. Dalam penerapan bagi hasilnya, nominal yang
diperoleh tidak selalu sama atau dengan kata lain dapat berubah
sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang didapatkan dari pihak
Koperasi.
b. Prinsip Jual Beli
Prinsip jual beli ini merupakan sistem yang menerapkan tata
cara jual beli, dimana Koperasi akan Koperasi akan memberikan
barang terlebih dahulu yang sangat dibutuhkan atau terlebih dahulu
mengangkat nasabah dalam kapasitas sebagai agen Koperasi,
kemudian Koperasi menjual barang tersebut kepada nasabah dengan
jumlah harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati

bersama.

» Bapak Sarpandi (Direktur Utama), Wawancara, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
Hambra”, 20 Januari 2011
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6. Produk-produk
Terdapat beberapa produk pada Koperasi Serba Usaha (KSU)
“Al-Hambra” diantaranya® :
a. Simpanan meliputi :
1. Simpanan Berjangka Mudarabah
Simpanan dengan jangka waktu penyimpanan 1-12 bulan.
Besarnya bagi hasil yang diberikan berdasarkan nisbah yang
menjadi kesepakatan bersama.
2. Tabungan Wad;’ah
Simpanan yang berupa titipan.
3. Tabungan Umat Mudarabah
Adalah simpanan di Koperasi syariah yang penyetoran dan
pengambilannya dapat dilakukan tiap hari dengan menggunakan
buku tabungan Koperasi.
b. Pembiayaan meliputi :
Pembiayaan dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”
diantaranya :
1. Mudarabah (Bagi Hasil)
Adalah kerja sama dua pihak, yaitu shahibul mal
(penyedia dana) dan mudarib (pengelola dana) dalam kegiatan

usaha.

3 Dokumen dan Penjelasan dari Direktur Utama Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 20
Januari 2011
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Dalam produk mudharabah ini diprioritaskan pada
penggunaan biaya usaha produktif pada sektor perdagangan,
pertanian, home industri dan jasa.

Untuk plafond pembiayaan para nasabah sesuai dengan
kebutuhan yang telah disepakati dan cara perhitungan bagi
hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan/akad antara shahibul mal
dan mudarib.

. Murabahah (Jual Beli)

Adalah pembiayaan untuk keperluan pembelian barang
atau alat kerja dengan kesepakatan margin/keuntungan jual beli.
Pembelian barang atau alat kerja dapat dibeli oleh UJKS atau di
wakilkan oleh nasabah.

Untuk plafond pembiayaan murabahah sesuai dengan
kebutuhan yang telah disepakati dan cara perhitungannya juga
ditentukan sesuai dengan kesepakatan/akad antara koperasi

dengan nasabah.

. Salam/ Istisna

Adalah pembiayaan untuk keperluan pembelian barang
ataualat kerja yang dipesan terlebih dahulu.
. Ijarah
Adalah pembiayaan untuk pembayaran sewa atas suatu

barang atau jasa tertentu.
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5. Qordul Hasan (Soft and Benevolent Loan)

Adalah pemberian harta pada orang lain yang ditagih/
diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa
mengharapkan imalan qordul hasan merupakan dana kebajikan
yang bersifat sosial dan tidak dikenakan margin atau biaya

administrasi apapun.

B. Aplikasi Murabahah Dan Wakalah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan
Surabaya

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Koperasi serba usaha
(KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan
Jambangan Surabaya yaitu dengan nasabah datang ke Koperasi atau melewati
bagian marketing untuk mengajukan pembiayaan murabahah, setelah
pengajuan pembiayaan tersebut sudah lengkap persyaratannya maka pihak
koperasi melakukan survei lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk
mengetahui keadaan rumah tinggal ataupun kemampuan calon nasabah dalam
membayar pembiayaan murabahah tersebut, kemudian di analisis untuk
menentukan layak atau tidaknya calon nasabah melakukan pembiayaan.
pembiayaan murabahah di Koperasi Al-Hambra adalah perjanjian antara dua
pihak yaitu antara pihak nasabah dan pihak Koperasi. Koperasi menyerahkan
uang pembiayaan murabahah terhadap pihak nasabah yang telah mengajukan

permohonan pembiayaan murabahah Setelah sebelumnya dianalisis dan
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disetujui oleh pihak Koperasi, kemudian pihak Koperasi memberikan
pembiayaan murabahah tersebut dengan menggunakan akad kuasa atau
wakalah yakni untuk membelanjakan sendiri pembiayaan murabahat yang
telah diajukan pihak nasabah. Namun yang terjadi disini adalah sebagian
nasabah tidak membelanjakan uang tersebut sebagaimana pada akad awal
tetapi digunakan untuk keperluan yang lainnya, seperti membayar hutang,
membeli kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.”’

Hal tersebut dilakukan sebagian nasabah karena kurangnya
pemahaman nasabah tentang pembiayaan murabahah itu sendiri dan juga
karena kebutuhan yang amat mendesak serta lemahnya pengawasan dalam
pembiayaan murabahah tersebut oleh Koperasi misalnya dalam penyerahan
barang atau penyerahan bukti pembelian barang (kwitansi), ternyata pihak
Koperasi tidak pernah memintanya kepada nasabah meskipun dalam akad
wakalah diwajibkan untuk membawa dan menyerahkannya, sehingga hal
tersebut dimanfaatkan oleh nasabah untuk memanfaatkan uang tersebut
untuk kebutuhan lain.

Misalnya, Kurniawan (Nasabah) mengajukan pembiayaan murabahah
kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” untuk pembelian televisi.
Karena pihak Koperasi tidak menyediakan barang atau tidak bisa
membelikan keperluan nasabah akhirnya pihak Koperasi memberikan
wakalah nya atau melakukan akad wakalah kepada nasabah, nasabah

diberikan wakalah untuk membeli televisi sendiri atas nama Koperasi.

7 Hendra {(Nasabah), Wawancars, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 22 Januari
2011
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Namun Kurniawan tidak membelanjakan uangnya untuk pembelian televisi
sesuai dengan akad yang telah disepakati, melainkan digunakan untuk
membayar hutang biaya rumah sakit dan keperluan lainnya®,

Setelah nasabah membelanjakan uang yang telah diamanatkan oleh
pihak Koperasi, pihak nasabah tidak memberikan kwitansi pembelian dan
membawa barang yang dibeli kepada pemberi wakalah untuk kemudian oleh
pemberi wakalah diserahkan barang yang diadakan/dibeli kepada yang diberi
wakalah sebagaimana dalam akad wakalah pembiayaan seperti yang
tercantum dalam perjanjiannya agar tidak terjadi penyelewengan dana yang
telah diamanatkan.

Namun ada juga sebagian nasabah yang menggunakan dana
murabahah yang telah diberikan oleh pihak koperasi sesuai dengan
kesepakatan awal.

Adapun ketentuan dari pelaksanaan pembiayaan murabahah pada
Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” adalah sebagai
berikut®:

1. Prinsip-prinsip dalam produk pembiayaan Murabahah
Dalam pembiayaan ini, apabila nasabah menginginkan untuk
mendapatkan bantuan permodalan berupa pembiayaan murabahah di
Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” nasabah harus

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi sebagai

38 Kumiawan (Nasabah), Wawancars, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 22
Januari 2011

% Bapak Sarpandi (Direktur Utama), Wawancara, Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
Hambra”, 22 Januari 2011
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pemberi pembiayaan murabahah pelaksanaan perjanjian yang baik
berpedoman pada kesepakatan bersama antara ke dua belah pihak dengan
mengadakan perjanjian berdasarkan standart kontrak. Dalam prosedur
pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan dua tahap yaitu®:
1. Prosedur analisis pembiayaan murabahah
Sebelum pihak Koperasi memberikan pembiayaan murabahah
kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan
murabahah, terlebih dahulu pihak Koperasi melakukan analisis yang
bertujuan untuk mengetahui kondisi debitur, pemberian pembiayaan
tanpa analisis pembiayaan akan sangat membahayakan Koperasi,
dalam hal ini nasabah bisa memberikan data-data fiktif apabila tidak
dilakukan analisis pembiayaan. Dalam hal ini analisis terrsebut
berpegang pada istilah dibawah ini :
a. Character (watak)
b. Capacity (kemampuan)
c. Capital (modal)
d. Collateral (jaminan)
e. Condition Of Economic (kondisi ekonomi)
2. Prosedur permohonan pembiayaan Murabahah
Untuk mendapatkan bantuan berupa pembiayaan murabahah di
Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” nasabah harus memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi sebagai

“ Dokumen dan Penjelasan dari Ibu Fenny Kresna Y (Custemer Servis) Koperasi
Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”, 22 Januari 201 |
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pemberi pembiayaan murabahah. Pelaksanaan perjanjian yang berlaku

tetap berpedoman pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak

dengan menggunakan perjanjian berdasarkan standart kontrak.

Persyaratan administrasi pemohon pembiayaan yaitu sebagai

berikut*' :

1.

2.

Mengisi permohonan pembiayaan

Foto copy KTP (suami+istri) 2 lembar

Foto copy KSK 2 lembar

Foto copy surat nikah 2 lembar

Foto copy STNK dan Asli jaminan (BPKB) 2 lembar

Seorang nasabah dalam permohonan pembiayaan harus

memenuhi persyaratan. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1.

Berdasarkan ketentuan administrasi tersebut diatas, maka
Koperasi juga akan memproses data-data awal yang diterimanya,
data-data yang diproses merupakan proposal pengajuan data-data
tersebut akan dianalisis yang diambil melalui survey yang
dilakukan ke rumah tinggal nasabah meliputi : nama, alamat,
bidang usaha, akta pendiri, ijin usaha, modal sendiri, pembiayaan
yang dimohonkan (jumlah pembiayaan, jangka waktu, jenis
pembiayaan, tujuan penggunaan), rencana kerja/target usaha

perbulan (omzet, pendapatan, biaya, keuntungan)

“ Brosur dan penjelasan dari M. Ali Fikri (AQO), Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
Hambra”, 23 Januari 2011
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2. Setelah proses analisis dilakukan oleh pihak Koperasi berdasarkan

ketentuan administrasi. Maka proses perjanjian selanjutnya
dituangkan dalam surat perjanjian pembiayaan murabahah, yang
salah satu pasalnya memuat perihal pemberian kuasa dari pihak

Koperasi kepada nasabah.

. Setelah penandatanganan surat perjanjian perjanjian pembiayaan

murabahah, proses selanjutnya adalah realisasi pemberian
pembiayaan. Pada tahap terahir ini pihak nasabah sudah dapat
mencairkan dana pembayaran. Dan mewajibkan bagi nasabah
untuk membuka rekening tabungan dengan nilai 0 % dari besar

pembiayaan yang dikeluarkan (tabungan beku)

2. Jaminan

Jaminan dalam pengembalian pembayaran pembiayaan murabahah

oleh nasabah kepada pihak Koperasi yaitu dengan cara, nasabah

memberikan jaminan yang dibuat pada surat perjanjian atau kesepakatan

ada dua macam jaminan pada Koperasi, yaitu* :

1.

Jaminan yang bersifat immateriil

Yaitu jaminan nasabah kepada Koperasi yang berupa

kepercayaan dimana nasabah Koperasi adalah orang yang beragama
Islam yang tiap perilakunya berdampak terhadap sesama manusia,

tetapi juga memiliki tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Oleh

“> Dokumen dan penjelasan dari Bapak Moch. Yusuf (Direktur Muda) Koperasi Serba

Usaha (KSU) “Al-Hambra", 23 Januari 201 |
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karena itu, pihak Koperasi percaya bahwa, nasabah akan bersifat jujur
untuk melunasi pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat.
Dalam hal ini adalah jaminan Kartu Keluarga (KK), namun jaminan
tersebut hanya berlaku pada nasabah yang sudah dikenal baik oleh
Koperasi, baik dalam pelunasan pembiayaannya maupun dari lamanya
menjadi nasabah.
2. Jaminan yang bersifat materiil

Yaitu jaminan yang terhadap pembayaran pembiayaan yang
berupa harta atau benda berharga, jaminan jenis ini dapat berupa
benda bergerak ataupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak seperti
sepeda motor, biasanya pihak Koperasi meminta kepada nasabah
untuk membawanya. Koperasi hal ini di perlukan guna mempermudah
taksiran terhadap harga jual benda tersebut, dan dalam praktek yang
terjadi, pihak kopersi meminta jaminan berupa BPKB kendaraan
tersebut.

Sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti rumah atau
tanah dimana pihak koprasi dapat membuat taksiran harga dengan

pertimbangan luas tanah, lokasi, dan hal-hal lain dari barang tersebut.

3. Penyelesaian pembiayaan macet.
Dalam menganalisis pembiayaan murabahah, resiko kemungkinan
pembiayaan macet selalu ada, baik yang disebab kan oleh pihak Koperasi

maupun yang disebabkan pihak nasabah. Adapun jika kemacetan
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pembiayaan  disebabkan oleh nasabah  dikarenakan ketidak
kemampuannya dalam membayar, maka dalam hal ini diselesaikan secara
kekeluargaan atau musyawarah, hasil musyawarah akan melahirkan
kebijakan dari pihak Koperasi berupa®:
1. Rescheduling
Jika terjadi kemacetan dalam pembiayaan murabahah pada
Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra”akan memberikan
keringanan pada nasabah tentang jangka waktu pelunasan
pembiayaan. Misalnya, perpanjangan waktu dari 6 bulan menjadi 12
bulan, sehingga nasabah memiliki waktu lebih lama untuk
mengembalikannya,
2. Reconditioning
a. Penurunan jumlah mark up (menurunkan keuntungan atau margin)
Penurunan ini dimaksudkan agar meringankan nasabah.
Misalnya, jika awalnya Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
Hambra” mengambil keuntungan Rp. 200.000 diturunkan menjadi
Rp. 100.000
b. Pembebasan mark up (membayar pokok pinjaman saja)
Hal ini maksudnya Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-
Hambra™ tidak mengambil keuntungandari pihak nasabah dengan
pertimbangan agar nasabah mampu membayar pokok pinjamannya

sampai lunas.

“ 1bid
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3. Restrusturing (menambah jumlah pembiayaan)

Misalnya dengan menambah jumlah pembiayaan, dimaksudkan
dengan penambahan jumlah pembiayaan agar nasabah bisa
mengembangkan usahanya lagi, sehingga hutang nasabah bisa
dilunasi.

4. Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak

punya itikad baik ataupun tidak mampu lagi untuk melunasi hutang-

hutangnya.



BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI
MURABAHAHDAN WAKALAHPADA KOPERASI SERBA
USAHA (KSU) “AL-HAMBRA” UNIT JASA KEUANGAN
SYARIAH (UJKS) KECAMATAN JAMBANGAN SURABAYA

. Analisis Aplikasi Murabalhah dan Wakalsh Pada Koperasi Serba Usaha (KSU)
“Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kecamatan Jambangan
Surabaya

Pelaksanaan produk pembiayaan murabahah pada Koperasi serba usaha
(KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)  Kecamatan
Jambangan Surabaya yaitu dengan nasabah datang ke Koperasi atau melalui
bagian marketing untuk mengajukan pembiayaan murabahah, setelah pengajuan
pembiayaan tersebut sudah lengkap persyaratannya maka pihak koperasi
melakukan survei lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui
keadaan rumah tinggal ataupun kemampuan calon nasabah dalam membayar
pembiayaan murabahah tersebut, kemudian di analisis untuk menentukan layak
atau tidaknya calon nasabah melakukan pembiayaan. Dalam penerapan
pembiayaan murabahah pada Koperasi Al-Hambra yaitu dengan memberikan
akad kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang mereka inginkan, karena
| pihak Koperasi terlalu sibuk sehingga tidak bisa menyediakan barang yang di
inginkan nasabah atau dengan kata lain Koperasi memberikan akad kuasa atau

wakalahnya pada nasabah.

58
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Pembiayaan murabahah dan wakalah pada koperasi Serba Usaha (KSU)
“Al-Hambra” dilakukan dengan cara memberikan akad kuasa atau wakalah pada
pihak nasabah apabila mercka mengajukan pembiayaan murabahah. Kebolehan
tentang pemberian wakalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat A/-Kahfi

ayat 19 yang berbunyi :
PISERRAT ,.iu‘._a_-, Jiudu AV A DA BV I NP

C
|Jﬁ¢,o.x_h (.ig,,, ‘._c:.»t I ’u:.u L._.,.J.ot’ ’y I)Jl.s ,;yua,.,

€. =23 Soe

l.l}-lr.é.—a.:gjt..«: Y)g.ﬂau)u())fr_‘.:aﬂ_b Gub of_)l L‘.l_)a..._b
Artinya : "Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling
bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara
mereka: sudsh berapa lamakah kamuy . berada. (disini?)". mereka
menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata
(vang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya
kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu
untuk pergi ke kota dengan membawa vang perakmu ini, dan
hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka
hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia
berlaku lemah-lembut dan janganlah sckali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun”*

Dalam surat diatas menceritakan ashabul kahfi ketika mewakilkan
kepada salah seorang rekan mereka untuk pergi kekota untuk membeli makanan.
Para fuqaha berpendapat bahwa pada dasarmmya penggantian itu
dipefbolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati kebolehannya.

Misalnya dalam perbuatan ibadah, menurut mereka pandangn mereka bahwa

2 Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya, hal 445
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syarat objek pemberian wakalah ialah perkara-perkara yang dapat digantikan
oleh orang lain dalam hal ini masalah-masalah muamalah **

Pada koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” memberikan kebijakan
dalam produk murabahah nya yaitu memberikan akad kuasa atau wakalak kepada
nasabah terdapat kelemahan karena kemungkinan besar nasabah yang diberi akad
wakalah melakukan penyalahgunaan dana tersebut untuk keperluan lain. Dimana
prosedur pembiayaan murabahah dengan akad kuasa atau wakalah pada koperasi
ini yaitu koperasi hanya memandang persyaratan yang telah dipenuhi oleh calon
nasabah setelah itu koperasi mengabulkan pembiayaan tersebut. Selanjutnya
nasabah diberi amanat untuk melakukan pembelian barang yang dinginkan atas
nama koperasi dengan menggunakan akad kuasa atau wakalah.

Pihak koperasi dalam akad murabahalmya menyebutkan harga beli atau
harga barang yang asli sebelum dijual kepada nasabah. Kemudian koperasi
menyebutkan margin atau keuntungan pihak koperasi dari penjualan barang
tesebut kepada nasabah, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak
maka koperasi menghitung berapa persen yang harus dibayar oleh nasabah dalam
kurun waktu yang telah disepakati setelah itu kedua belah pihak menandatangani

surat perjanjian murabahah tersebut.

“ I'bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid I1I (Terjemahnya),(Semarang: As-Syifa,1990) hal 370
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Namun adapun juga sebagian nasabah yang menggunakan dana
murabahah yang telah diberikan oleh pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan
awal.

. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Murabahah dan Wakalah Pada
Koperasi Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
Kecamatan Jambangan Surabaya

Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan murabahah pada koperasi
Serba Usaha (KSU) “Al-Hambra” pihak koperasi mewakilkan pembelian barang
kepada nasabah karena koperasi tidak menyediakan atau membelikan barang
yang diinginkan nasabah. Namun dalam pelaksanaan akad kuasa atau wakalah
pada produk murabahah banyak disalahgunakan oleh nasabah selaku wakil.
Karena kebanyakan selama ini dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak
koperasi kepada nasabah tidak digunakan sesuai dengan perjanjian awal
melainkan untuk kebutuhan lainnya seperti membayar hutang, membeli
kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

Wakalah dalam koperasi ini adalah al wakalah al muqayyadah, yang
berarti penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan
tertentu. Sedangkan walah sendiri berarti juga penyerahan, pendelegasian atau
pemberian manda.t seseorang dan orang yang mendapatkan mandat atau amanah

haruslah bersikap jujur.
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Jadi, misalnya jika seorang nasabah diberikan amanah oleh koperasi
untuk membeli barang A maka tidak diperbolehkan untuk membeli barang atau
menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang lainnya. Dan apabila nasabah
~ membeli barang lain atau menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak
sesuai dengan perjanjian maka murabahah dengan akad kuasa atau wakalah
tersebut tidak sah.

Dari gambaran tersebut diatas, dapat dianalisis menurut pandangan
madzhab Syafi’i bahwasanya akad tersebut dilarang karena yang mewakili
menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya, dan penyalahgunaan
atau penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah tersebut adalah bathil.*

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :
. w s E.% L2 2 .. Lo vEL 22 3 ., e _gE
52 TS ol ¥l Jlad(y oe=i (SOl 3leal ¥ 101 2l @l
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Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

kamu membunul dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya manusia dilarang merugikan orang

lain dan memakan harta orang lain secara bathil kecuali dengan jalan perniagaan

suka sama suka. Sedangkan menurut Hanafi hal ini tergantung pada kerelaan

“ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal 236
 Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnya, hal 122
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orang yang mewakilkan. Jika ia membolehkan maka menjadi sah dan jika ia
tidak membolehkan maka menjadi tidak sah.*
Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 58

tentang seseorang yang harus menjaga amanah.

1548Z of LT 5 2285 1503 lal ) catidNT 1,35 of SS2L TG

P 1

!,w.,a.al.x&“ 415|u| e._d.aﬁna.a(..a}“‘ul ,JJ.:JL;

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajsran yang secbaik-baiknya

kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat™*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang harus menjaga amanah,
maka dari itu dalam melakukan akad waka/ah haruslah sesuai dengan syar’i atau
hukum Islam. Dan pihak wakil yang mendapatkan amanat untuk membelikan
barang dari yang mewakilkan haruslah sesuai dengan ayat diatas.

Jika kita lihat dari aplikasi murabahah disertai wakalah diatas yaitu
sebagian wakalah yang diberikan oleh pihak koperasi kepada nasabah yang
mengajukan pembiayaan murabahah terjadi sebuah penyelewengan amanah.

Dimana pihak wakil tidak membelikan dana yang diberikan sesuai dengan akad

melainkan untuk kebutuhan lain. Misalnya, membayar hutang biaya rumah

* Sayyid Sabiq, Fikis Sunnah /3,(Bandung:Al-Maarif, 1987), hal 65
47 Departemen Agama RI, AI-Qur‘an dan Terjemahnya, hal 124
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sakit, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Hal ini dilarang karena

pihak wakil tidak melaksanakan amanah yang telah diberikan pihak koperasi.
Namun adakalanya nasabah menggunakan dana murabahah yang telah

diberikan oleh pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan awal. Maka

pelaksanaan murabahah dan wakalah diperbolehkan/sah.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Aplikasi murabahah dan wakalah pada Koperasi serba usaha“Al-Hambra”
yaitu nasabah datang ke Koperasi atau melewati bagian marketing untuk
mengajukan pembiayaan murabahah, setelah pengajuan pembiayaan tersebut
sudah lengkap persyaratannya, selanjutnya dilakukan survei lokasi untuk
mengetahui rumah tinggal ataupun kemampuan calon nasabah dalam
membayar pembiayaan murabahah tersebut, kemudian di analisis untuk
menentukan layak atau_tidaknya calon nasabah melakukan pembiayaan.
Dalam penerapan pembiayaan murabahah pada Koperasi Al-Hambra yaitu
dengan memberikan akad wakalafmya kepada nasabah untuk membeli barang
yang mereka inginkan, karena pihak Koperasi terlalu sibuk, sehingga tidak
bisa menyediakan barang yang di inginkan nasabah. Namun pada prakteknya
adakalanya nasabah melakukan penyalahgunaan dana atau tidak
menggunakan dana sesuai dengan akad awal yang disepakati. Adakalanya
juga dana tersebut digunakan oleh wakil sesuai dengan kesepakatan awal.

Aplikasi murabahah dan wakalah yang digunakan pada koperasi Serba Usaha
(KSU) “Al-Hambra” adalah dimana seharusnya pihak nasabah yang diberi
amanah oleh pihak koperasi harus membelikan barang sesuai dengan akad

awal. Tetapi pada prakteknya adakalanya nasabah melakukan
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penyalahgunaan dananya, dan dengan demikian menurut Imam Syafi’i akad
tersebut tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi tindakan itu tergantung
kepada kerelaan orang yang mewakilkan, jika yang mewakilkan
membolehkannya maka menjadi sah, dan bila yang mewakilkan tidak
membolehkannya maka menjadi batal. Adakalanya juga nasabah yang

menggunakan dana sesuai dengan akad awal maka sah/diperbolehkan.

B. Saran

1.

Pihak koperasi hendaknya melakukan kontrol terhadap nasabah setelah
pembiayaan sudah berjalan. Dengan cara meminta kwitansi pembelian barang
kepada nasabah serta membawa barang yang telah dibeli karena dalam akad
wakalah disebutkan bahwa pihak yang diberi berkewajiban menyerahkan
bukti pembelian dan barang yang dibeli kepada pemberi wakalah untuk
kemudian oleh yang diberi wakalah diserahkan barang yang diadakan/dibeli
kepada yang diberi wakalah sebagai pelaksanaan akad pada pembiayaan
murabahah.

Pihak nasabah hendaknya melaksanakan amanah dari pihak Koperasi untuk
menggunakan dana sesuai dengan akad awal. Dan menyerahkan bukti

pembelian atau kwitansi pembelian kepada pihak Koperasi.
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